SALINAN [

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMBIAYAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
( PEMILUKADA ) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2012, diperlukan biaya
yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan
dalam satu tahun anggaran;

b. bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
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Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa Pemerintah
Daerah dapat membentuk Dana "Cadangan guna
membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak
dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;

bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat'(2) Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa
Pembentukan Dana. Cadangan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
23, Tahun 2010 tentang Persetujuan Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk
Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala
Daerah ( Pemilukada ) Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2012, tanggal 25 Nopember 2010, Rancangan
Peraturan Daerah tersebut dapat disetujui untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembiayaan
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah
(Pemilukada) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2012;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun. 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah. dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, “Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480);

Peraturan Pemerintah Nomor.58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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